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ABSTRAK 

 
Penelitian ini berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada 

PT. PLN (Persero) ULP Helvetia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pencatatan akuntansi penerimaan pajak penerangan jalan pada PT.PLN (Persero) 

ULP Helvetia dan membuktikan apakah pelaporan penerimaan pajak penerangan 

jalan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, guna mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai besarnya penerimaan pajak penerangan jalan pada 

PT. PLN (Persero) ULP Helvetia. Manfaat penelitian ini untuk memperluas 

wawasan berfikir serta menambah pengetahuan tentang penerimaan pajak 

penerangan jalan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode 

dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen 

perusahaan.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pencatatan akuntansi 

penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia 

lebih sering menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang Berbasis Akrual 

(Accrual Basis) dan untuk pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) 

sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dan menggunakan prinsip 

pengakuan pendapatan pada dasarnya pajak penerangan jalan harus sedapat 

mungkin memenuhi persyaratan, yakni diadakan taksiran dan asumsi mengenai 

hal di kemudian hari, yang selanjutnya bisa saja tidak sesuai dengan 

kenyataannya. 

 

Kata kunci : Pajak Penerangan Jalan, Pencatatan dan Pelaporan 
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ABSTRACT 

 
Aims of this research are to “Analyze of Street Lighting Tax Revenue at 

PT. [PLN (Persero) ULP Helvetia”. This study aims to analyze the accounting 

records of street lighting tax receipts at PT. PLN (Persero) ULP Helvetia and 

prove whether the reporting of street lighting tax revenues is in accordance with 

the accounting principles applied, in order to get a clear picture of the amount of 

street lighting tax revenues at PT. PLN (Persero) ULP Helvetia. The benefit of 

this research is to broaden the horizons of thinking and increase knowladge 

about street lighting tax revenues. This research was conducted using descriptive 

research methods. The data collection technique in this research is the 

documentation method by collecting data and company documents. Sources of 

data used in this study is secondary data. The results of the research conducted 

that the accounting records of street lighting tax revenue (PPJ) at PT. PLN 

(Persero) ULP Helvetia more oftenuses an accrual-based accounting recording 

system and for reporting street lighting tax revenues (PPJ) Basically, the street 

lighting tax must meet the requirements as far as posible, namely making 

esitmates and assumptions about things in the future, which in turn may not be in 

accordance with reality. 

Keywords : Street Lighting Tax, Recording and Reporting 
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PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pembangunan di suatu daerah tidak akan terlepas dari sumber pendapatan 

daerah yang bakal digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. 

Pembangunan ini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan 

bertujuan untuk meningktakan kesejahteraan rakyat. Pembangunan diarahkan 

untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya dalam meningkatkan 

potensi daerah secara optimal dan terpadu (Basri, 2012). 

Mardiasmo (2016) menjelaskan Pembangunan yang berhasil akan 

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbaikan tingkat taraf kehidupan pada 

segenap golongan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka akan arti 

pentingnya pembangunan sehingga mendorong masyarakat untuk berperan aktif 

dalam pembangunan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara harus menggali 

sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pemungutan pajak dilakukan 

pemerintah pada setiap jenjang yang ada mulai dari pemerintah pusat, yang 

disebut pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), Bea Materai dan pajak 

lainnya. Dalam hal tersebut,pemerintah pusat lebih mengurusi semua kepentingan 

negara pada umumnya. 

Pemerintah daerah juga melakukan pemungutan pajak yang disebut 

dengan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak rokok untuk pajak daerah tingkat I 
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(Provinsi). Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame dan Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah tingkat II (Kota 

dan Kabupaten). Berbeda dengan pajak pusat, pajak daerah ini dikelola dan 

dipungut oleh Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah hanya mengurusi 

kepentingan daerahnya saja. 

Dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan 

otonomi daerah ini, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan 

pelaksanaan nya demi kelancaran pembangunan daerah. Sehingga potensi yang 

dapat digali oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan 

daerahnya yaitu dengan adanya pemungutan pajak daerah yang mana salah satu 

dari bentuk pajak itu adalah Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT. PLN 

(Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Helvetia. 

Berbicara mengenai potensi, Pemda perlu mencari untuk menggali dan 

mengembangkan sumber pendapatan daerahnya. Salah satu potensi yang dapat 

digali oleh Pemda untuk mengembangkan sumber pendapatan daerahnya adalah 

dengan memungut pajak daerah. Digulirkannya otonomi daerah yang dimulai 1 

Januari 2001 melalui dua undang-undang yang saling terkait (Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) mengantar 

bangsa Indonesia memasuki gerbang baru dalam tatanan pemerintahan, terutama 

dengan perubahan yang mendasar pada sistem pengelolaan keuangan dan 

pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal sebagai bagian penting dari otonomi
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daerah terutama dalam bidang keuangan dan pembangunan memberikan 

kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah di sisi 

penerimaan maupun pengeluaran untuk kepentingan pembangunan daerahnya. 

Peningkatan kewenangan tersebut memberi implikasi besarnya tuntutan agar 

daerah mampu mengelola keuangan secara efektif sehingga tujuan-tujuan 

pembangunan dapat tercapai (Supit, 2013). 

Ismartani (2014) menjelakan bahwa Undang-undang tersebut menegaskan 

otonomi daerah memberikan penekanan pada daerah. Artinya pemerintah dan 

masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara 

bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat hanya melakukan supervise, 

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai 

konsekuensi dengan diserahkannya kewenangan kepada Pemda dalam 

pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka tanggungjawab pembiayaan 

pelaksanaan demi kelancaran pembangunan bertumpu pada Pemda. Untuk 

memberikan pelayanan publik yang baik Pemda membuthkan kemampuan 

keuangan yang cukup agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Oleh karena itu guna mewujudkan kemampuan keuangan yang cukup 

Pemda perlu memperhatikan potensi daerah yang dimilikinya. 

Mardiasmo (2016) menjelaskan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah salah 

satu diantara pajak-pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum Pajak Penerangan Jalan sampai 

dengan pertengahan 1990- an merupakan salah satu pajak pemerintah daerah yang 

paling besar. Pajak ini dibebankan langsung pada rekening listrik sehingga 

pengumpulannya dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Acuan Pemda 
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untuk memungut Pajak Penerangan Jalan adalah Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan 

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah. 

Lahirnya Pajak Penerangan Jalan adalah atas dasar pertimbangan bahwa 

pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perlunasan 

pembangunan penerangan jalan yang selama ini biaya tersebut ditanggung oleh 

Pemda. Sarana penerangan jalan disediakan oleh Pemda dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keamanan, ketertiban, 

keindahan dan kesegaran kehidupan kota (Sugiyono, 2011). 

Secara teori, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tanpa 

listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan 

jalan, yang rekeningnya di bayar oleh Pemda. Penerangan jalan yang dimaksud 

adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya 

dibebankan kepada Pemda. Selanjutnya, biaya tersebut dibebankan kepada 

masyarakat pelanggan listrik dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan. Pajak 

Penerangan Jalan ini wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menjadi 

pelanggan listrik dan atau pengguna naga listik. 

PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Helvetia yang berada 

di Jl. Kemuning Raya, Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara 

20124. Kabupaten kota Medan adalah Perusahaan milik negara yang bergerak di 

bidang ketenagalistrikan baik dari mulai mengoprasikan pembangkit listrik sampai 

dengan melakukan distribusi kepada masyarakat. 
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Tabel 1.1 

Besarnya Penerimaan PPJ yang di pungut oleh 

PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Tahun 2016-2020 
 
                                      

 

 

 

 

 

Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Helvetia, 2021 

 

Dari data diatas jelas terlihat besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) terlihat jelas mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 

2019 disebabkan karena meningkatnya Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik 

(RpPTL) atau disebut dengan Rupiah Kwh Jual dan Rupiah Pajak Pertambahan 

Nilai (RpPPN), sedangkan pada tahun 2020 pajak penerangan jalan mengalami 

penurunan karena keterbatasan jumlah pelanggan listrik pada tahun tersebut 

menurun karena adanya pandemi Covid-19, sehingga Rupiah Kwh Jual 

mengalami pemakaian tenaga listrik yang sedikit dari tahun sebelumnya 

namun bisa diprediksi dampak Covid-19 ini akan semakin memukul konsumsi 

tenaga listrik sumber pelemahan konsumsi listrik juga berasal dari industri dan 

dunia bisnis. 

Dunia bisnis yang terus berkembang berdampak terhadap konsumsi 

penggunaan energi listrik. Listrik merupakan penunjang dan kebutuhan yang vital 

bagi kegiatan ekonomi dari sektor bisnis. Konsumsi listrik yang dilakukan oleh 

sektor bisnis itu berarti akan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan jumlah 

Pajak Penerangan Jalan yang dipungut. Sebernarnya perkembangan penerimaan 

Pajak Penerangan Jalan berkaitan langsung dengan Tarif Daftar Listrik (TDL). 

     Tahun    Pajak Penerangan Jalan 

       2016 14.345.300.901 

    2017 16.552.874.676 

    2018 17.069.098.578 

   2019 17.899.656.674 

   2020 17.320.444.411 
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Namun data tentang pengenaan Tarif Daftar Listrik untuk tiap-tiap kelompok 

pelanggan PLN khususnya kelompok bisnis tidak dapat diperoleh secara rinci. Hal 

ini disebabkan karena pelanggan kelompok bisnis berbeda-beda dalam 

penggunaan tarif sesuai dengan golongan tarifnya masing-masing, sehingga tidak 

dapat dimasukkan kedalam variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan. 

Dalam penelitian ini jumlah rupiah kwh jual diperikirakan sebagai salah 

satu faktor yang dapat mendukung penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Apabila 

jumlah pemakaian kwh yang digunakan oleh pelanggan PLN khususnya 

kelompok bisnis meningkat maka pemungutan pajak penerangan jalan pun ikut 

meningkat. Hal ini disebabkan karena rupiah kwh jual menjadi bagian dari 

perhitungan nilai jual tenaga listrik yang merupakan dasar pengenaan pajak 

penerangan jalan. Khusus pada kelompok bisnis tarif pungutan PPJ sebesar 10% 

dari dasar pengenaan pajaknya. Apabila dasar pengenaan pajak meningkat maka 

pajak yang terutang pun meningkat. 

 

                                             

  

  

 

 

 

 

 

               2016            2017          2018          2019           2020 

 

 

 Rupiah Kwh 

 

 

 

Gambar 1.1 

Grafik Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik Per Kwh 

           Sumber: PT.PLN (Persero) ULP Helvetia, 2020 
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Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RpPTL) atau Rupiah kwh jual 

mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan 

meningkatnya jumlah pemakian tenaga listrik dari konsumen indusrti, rumah 

tangga, dan perdagangan, sedangkan di tahun 2020 trupiah pemakaian tenaga 

listrik nmenurun karena adanya pandemi Covid-19, diprediksi dapat 

mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan karena dalam melakukan 

pembayaran rekening listrik, total tagihan listrik pelanggan berpatokan kepada 

rupiah kwh jual yang dipakai dikalikan dengan tarif dasar listrik. Hasil perkalian 

tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai jual tenaga listrik yang menjadi 

dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan. Semakin besar rupiah kwh jual akan 

menyebabkan nilai jual tenaga listrik Dasar Pengenaan Pajak penerangan jalan 

meningkat. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis memiliki keterkaitan 

untuk melakukan penelitian atau observasi yang lebih mendalam akan masalah 

tersebut dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada 

PT.PLN (Persero) ULP Helvetia”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

 
1.2.1 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat 

identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Data Tarif Daftar Listrik (TDL) tidak dapat dimasukkan kedalam 

variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. 

2. Besarnya penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan 

pada tahun 2020 karena keterbatasan jumlah pelanggan listrik pada 

tahun tersebut menurun karena adanya pandemi covid 19. 
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1.2.2 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka 

penulis membatasi masalah yaitu besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dari periode 2016-2020. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pencatatan akuntansi penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia? 

2. Apakah  pelaporan  penerimaan  Pajak   Penerangan  Jalan  (PPJ) sesuai  

dengan prinsip akuntansi yang diterapkan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat tujuan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi penerimaan Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia. 

2. Untuk mengetahui pelaporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan.
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas wawasan 

berfikir serta menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan  

oleh PLN. 

2. Bagi Universitas 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan  

pengetahuan yang lebih luas mengenai penerimaan Pajak Penerangan 

Jalan Pada PT.PLN (Persero) sehingga dapat menjadi referensi yang 

dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian. 

3. Bagi Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan, hasil penelitan ini diharapkan menjadi bahan 

acuan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal luar untuk 

mengetahui penerimaan Pajak Penerangan Jalan. 

4. Bagi Pembaca 

 

Bagi pembaca, menambah wawasan dan referensi ilmiah tentang faktor- 

faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak penerangan jalan. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

 

Penelitian ini memodifikasi hasil penelitian Riki Mulyasa (2014) yang 

berjudul “Analisis Jumlah Pelanggan Listrik Terhadap Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Area Banten Utara Studi 

kasus di Kota Serang”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan Riki Mulyasa (2014) yang terletak pada: 

1. Variabel penelitian: Variabel Penelitian ini adalah penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan sedangkan variabel penelitian Riki Mulyasa (2014) 

menggunakan variabel Jumlah pelanggan listrik. 

2. Populasi dan Sampel: Penelitian ini menggunakan data besarnya 

penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN yang diambil secara per 

bulan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sedangkan penelitian Riki 

Mulyasa (2014) dilakukan dengan data jumlah pelanggan listrik dan 

penerimaan Pajak Penerangan Jalan diambil secara per bulan dari tahun 

2010 sampai tahun 2013. 

3. Model penelitian: Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif 

sedangkan penelitian Riki Mulyasa (2014) menggunakan model deskriptif 

kuantitaif. 

4. Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) ULP 

Helvetia Medan sedangkan penelitian Riki Mulyasa (2014) dilakukan PT. 

PLN (Persero) Distribusi Banten Area Banten Utara studi kasus di Kota 

Serang. 
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5. Periode observasi: Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016-2020 

sedangkan penelitian Riki Mulyasa (2014) dilakukan pada tahun 2010- 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 
2.1.1 Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Pendapatan 

 

a. Pencatatan Akuntansi Pendapatan 

 

Metode pencatatan akuntansi pendapatan sebagai berikut: 

1) Metode Cash Basis 
 

Metode cash basis merupakan suatu catatan akuntansi yang 

disusun menggunakan basis kas mengakui pendapatan dan 

pengeluaran sesuai dengan arus kas real-time. Dalam metode 

akuntansi ini, dimungkinkan untuk menunda pendapatan kena pajak 

dengan menunda penagihan agar pembayaran tidak diterima pada 

tahun berjalan. 

2) Metode Acrual Basis 

 

Metode acrual basis merupakan pendapatan dicatat pada saat terjadi 

hak tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima, terlepas dari kas 

yang terkait dengan transaksi tersebut berpindah tangan.  

 

b. Pelaporan Akuntansi Pendapatan 

 

Pawan (2013) menjelaskan pendapatan yang telah diukur dan diakui 

akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Pada dasar kas, pendapatan 

dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana kas diterima atau 

dibayar. Sedangkan pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan 

laba rugi periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. 
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Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait 

pada periode yang sama disebut konsep perbandingan atau pengaitan. Dalam 

konsep ini, laporan laba rugi akan melaporkan laba atau rugi untuk periode 

tersebut. 

 
2.1.2 Pajak Secara Umum 

 

a. Definisi Pajak 

 

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang  

satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan 

pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak  

pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat 

merumuskan pengertian pajak. 

Waluyo (2017) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas  

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut 

Sumarsan (2017:04) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta 

ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa 

mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur pajak sebagai 

berikut: 

1) Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. 
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2) Pajak mempunyai sifat memaksa. 

 

3) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang 

 

4) Pajak tidak terdapat jasa timbal balik atau kontraprestasi  dari  

negara secara langsung. 

5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yakni 

pengeluaran- pengeluaran yang memiliki manfaat bagi masyarakat 

luas. 

 

b. Paradigma Perpajakan 

 

Sejak awal dekade 2000 modernisasi telah menjadi salah satu kunci 

yang melekat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen 

Keuangan. Hal ini dilaksanakan bertujuan untuk menerapkan good governance 

dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan 

pelayanan yang lebih baik dari stakeholders perpajakan. Konsep modernisasi 

perpajakan Indonesia disesuaikan dengan iklim, kondisi dan sumber daya yang 

ada. 

Adapun paradigma perpajakan Indonesia saat ini yaitu: 

 

1) Organisasi berubah dari berdasarkan “jenis pajak” menjadi  berdasarkan 

“fungsi” dalam rangka client oriented. 

2) Sistem dan proses kerja berubah dari “manual” menjadi berdasarkan 

“sistem”, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan 

case management. 

3) Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada wajib pajak dengan 

adanya help desk maupun Account Representative (AR). 
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4) Adanya unit khusus yang menangani keluhan. 

 

5) Tuntutan professional Sumber Daya Manusia dalam bekerja. 

 

6) Adanya “kode etik pegawai”. 

 
 

c. Jenis-Jenis Pajak 

 

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi 

mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang 

menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya: 

1) Jenis-jenis pajak yang menanggung 

 

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibebankan atas pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. 

(a) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap 

seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung 

dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak 

penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 

(b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau 

peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak 

dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah 

pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah 

perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen. 

2) Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut 

 

Sementara   itu,   berdasarkan   lembaga   pemungut,   pajak dibedakan 



16 
 

 

berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak Daerah 

(Pemerintah Daerah). 

(a) Pajak Negara 

Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak 

penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan 

atas barang mewah. 

(b) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang di pungut  oleh pemerintah daerah, baik 

oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak 

daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah 

tangganya. Contoh Pajak daerah antara lain: Pajak pemotongan hewan, 

pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak 

hiburan. 

3) Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya 

 

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak 

objektif. 

(a) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib 

Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 

(b) Pajak Objektif 

Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa 

memerhatikan Wajib Pajak. Contoh Pajak penualan dan cukai 

 

d. Fungsi Pajak 

 

Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam 

kehidupanbangsa. Ada beberapa fungsi pajak diantaranya sebagai berikut:
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1) Fungsi Anggaran (Budgetair) disebut sebagai fungsi utama pajak, yaitu 

suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan 

dana secara optimal ke kas berdasrkan undang-undang yang berlaku. 

Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi utama karena fungsi inilah 

yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber 

pembiayaan yang terbesar. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend), Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa 

pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai 

contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan 

petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, 

seperti pajak impor atau bea masuk, atau kegiatan impor komoditas 

tertentu. 

3) Fungsi Penjaga Stabilitas, Pemerintah dapat menggunakan sarana 

perpajakan untuk stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar eficit 

perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan 

kebijakan pengenan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang berisfat 

mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah 

yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan. 

4) Fungsi Retribusi Pendapatan, Pemerintah membutuhkan dana untuk 

membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. 

Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya 

dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun 

demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh 

mereka yang tidak mampu membayar pajak. 
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e. Syarat Pemungutan Pajak 

 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.  

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak 

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

 

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 

ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, 

baik bagi negara maupun warganya. 

3) Tidak mengganggu perekonmian 

 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4) Pemungutan pajak harus efisien 

 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
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Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 
 

f. Tata Cara Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak dan Asas 

Pemungutan Pajak 

1. Tata Cara Pemungutan Pajak 

 

Mardiasmo (2016:8) menyatakan terdapat tiga Tata Cara 

Pemungutan Pajak sebagai berikut: 

1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

 

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

rill diketahui). 

2) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 

 

Pengenalan pajak didasarkan pada sesuatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

3) Stelsel Campuran 

 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
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anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak 

harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta 

kembali. 

 

2. Sistem Pemungutan Pajak 

 

Waluyo (2011:17) menyatakan Sistem Pemungutan Pajak di bagi 

menjadi tiga sebagai berikut: 

1) Official Assesment System 

 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah: 

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

(b) Wajib Pajak bersifat pasif. 

 

(c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2) Self Assesment System 

 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri- 

cirinya adalah: 

(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
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Wajib Pajak sendiri. 

 

(b) Wajib Pajak aktif. 

 

(c) Mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang. 

(d) Fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan. 

 

3) With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang  

kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga. 

 
3. Asas Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:7) menyatakan Asas Pemungutan Pajak terbagi 

menjadi tiga sebagai berikut: 

a. Asas Domisili 

 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib 

Pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 
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Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 
 

 

g. Struktur Perpajakan di Indonseia 

 

Indonesia telah lama menempatkan pajak sebagi sumber penerimaan 

Negara, baik itu di masa pendudukan penjajah hingga sekarang ini. Sejak awal 

kemerdakaan, para pendiri negara telah menempatkan dalam Pasal 23 ayat (2) 

Undang Undang Dasar 1945 bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara 

berdasarkan undang-undang”. Sehingga dasar hukum pengenaan pajak di 

Indonesia telah kuat. Untuk menyesuaikan pajak dalam iklim dan perkembangan 

yang dialami oleh negara kita, pemerintah telah melakukan reformasi terhadap 

perpajakan, baik itu atas pajak pusat maupun pajak daerah. 

Pajak telah mengalami masa-masa sulit dan gemilangan di Indonesia, yang 

indikasinya terlihat dari persentase penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Untuk menyesuaikan pajak dengan iklim dan perkembangan yang dialami oleh 

Negara Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi terhadap perpajakan, 

baik itu atas pajak pusat maupun pajak daerah. Dengan reformasi tersebut 

diharapkan terciptanya format perpajakan yang lebih ideal untuk dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Disamping itu juga sebagai 

reposisi pajak sebagai sumber penerimaan, baik itu penerimaan untuk pusat 

maupun untuk daerah. 

Reformasi perpajakan yang pertama dilakukan oleh pemerintah terhadap 

pajak pusat pada tahun 1983 melalui pengajuan dan ditetapkannya 3 Undang- 

undang Perpajakan nasional sebagai pilar pelaksanaan pajak pusat, yaitu Undang-
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Undang Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. Dengan langkah reformasi perpajakan ini, telah 

memberi sejarah dan mengantarkan perpajakan nasional ke suatu iklim baru, baik 

dalam hal sistem (system), aturan dasar (regulation), maupun kelembagaan 

(institution). Kemudian telah dikeluarkan lagi Undang-undang Perpajakan 

dibidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan 

Bangunan, Bea Materai, Bea Masuk, Cukai, masalah Penagihan Pajak hingga 

Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak  bila  masyarakat  mengajukan  banding 

atas. 

Selanjutnya pada tahun 1997 juga dilakukan reformasi terhadap pajak 

daerah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pengaturan secara regulasi atas pajak 

tersebut tidaklah kaku dan monoton, melainkan dinamis dan berkembang terus. 

Hal ini terlihat dari dilakukannya beberapa kali perubahan atas Undang-undang 

perpajakan yang ada, untuk menyesuaikan aturan pengenaan pajak dengan 

perkembangan yang terjadi yang dialami oleh suatu negara. Sehingga antara pajak 

dan perkembangan negara tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berjalan 

seirama dan selaras. 

Saat ini Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, PPh, PPN dan PPn-BM serta Pajak dan Retribusi Daerah tersebut 

sudah tidak berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
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Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Selain itu, perubahan atas Undang-undang Perpajakan yang ada dilakukan 

untuk memberikan kesimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang 

diberikan kepada wajib pajak. Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak 

positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah serta nasional pada 

umumnya. 

Dampak positif itu tidak akan tercapai meskipun semua peluang investasi 

dibuka lebar dan berbagai kemudahan serta intensif ditawarkan kepada 

masyarakat dan investor, apabila paradigm pajak pusat maupun pajak daerah itu 

sendiri tidak diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.Dari 

perkembangan pengaturan pajak tersebut, hingga saat ini struktur perpajakan 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam bagian berikut:
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PAJAK 

 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Bea Masuk 

Cukai 

PAJAK 

Direktorat Jenderal Pajak 

Pajak Penghasilan 

Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Bea Materai 

Bea Perolehan Ha katas Tanah dan 

Bangunan 

Propinsi 

Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan di atas Air 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan di atas Air 

Pajak Bahan Bakar 

Bermotor 

Pajak Pengambilan dan Pemanfaataan 

Air di Bawah Tanah dan Air 

 

 

 

 

 
 

 
 

  Gambar 2.1 

                 Struktur Perpajakan Indonesia 

 

               Sumber: Struktur Perpajakan Indonesia 

 
 

2.1.3 Pajak Daerah 

 

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
 

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Kabupaten / Kota 

Pajak Hotel 

Pajak Restoran 
Pajak Hiburan 

Pajak Reklame 

Pajak Penerangan Jalan 

 Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C 

Pajak Parkir 

PAJAK 
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Daerah. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara 

lain: 

1. Daerah Otonom 

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

a. Pajak Daerah 

 

Kontribasi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

b. Badan 

 

Sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

c. Subjek Pajak 

 

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

 

d. Wajib Pajak 

 

Orang pribdai atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong
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pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
 

b. Paradigma Baru Perpajakan di Indonesia 

 

Seiring dengan tujuan otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan 

pemerintah dengan rakyatnya, maka fungsi pajak daerah tidak semata-mata 

untuk mengisi daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena 

hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Dalam definisi pajak 

sebagai pengisi kas daerah ini, titik berat pajak diletakkan pada fungsi  

budgetar meskipun terhadap fungsi lain, yaitu fungsi mengatur (regulerent). 

Dari kedua fungsi pajak tersebut yang lebih mendekati makna otonomi daerah 

dan harus lebih dieksploitasi atau dikembangkan adalah  fungsi  mengatur, 

yang dalam hal ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pelayanan. 

Fungsi mengatur pajak tersebut tidak semata-mata dalam lingkup  

fungsi budgetar atau taxation for revenue only, tetapi juga untuk mengatur 

tingkat pendapatan di sektor swasta yaitu mengadakan redistribution 

pendapatan tersebut dan mengatur volume pengeluaran swasta. Bahkan seiring 

dengan perkembangan sistem pemerintahan dan sistem demokrasi, fungsi 

mengatur dari pajak daerah ini harus diarahkan pada fungsi pelayanan 

pemerintah daerah kepada rakyatnya. 

Dengan demikian, Paradigma pajak daerah yang selama ini melekat 

pada pajak, yaitu tanpa imbalan/kontraprestasi harus diubah dan diarahkan 

pada fungsi pajak yang diarahkan pada fungsi pajak yang memberikan imbalan 

kepada sektor pajak bersangkutan. Dengan demikian, pungutan pajak daerah 
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hendaknya memenuhi rasa keadilan dan ditunjukan untuk kemanfaatan dan 

kesejahteraan rakyat. 

 

 

c. Definisi dan Tujuan Pelaksanaan Pajak Daerah 

 

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan 

penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang itu 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah. Pendefinisian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 adalah: 

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. 

Tujuan Pelaksanaan Pajak Daerah yang merupakan salah satu bentuk 

perwujudan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah 

untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian daerah mampu melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

 

 

d. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

 

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis pajak, yaitu: 
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1) Pajak Propinsi yang terdiri dari: 

 

(a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. 

 

(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

atasAir. 

(c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

 

(d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Air 

danAir Permukaan. 

2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 

 

(a) Pajak Hotel. 

 

(b) Pajak Restoran. 

 

(c) Pajak Hiburan. 

 

(d) Pajak Reklame. 

 

(e) Pajak Penerangan Jalan. 

 

(f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 

 

(g) Pajak Parkir. 

 

 
 

e. Kriteria Pajak Daerah 

 

Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, diperlukan 

seperangkat kriteria. Secara umum kriteria-kriteria ini dapat digolongkan ke 

dalam lima butir, yaitu: 

1) Kecukupan dan Elastisitas 

 
Pernyataan  yang  pertama  dari  suatu  sumber  penerimaan   tentu  

saja kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila 

dikaitkan dengan biaya pelayanan yang harus diberikan. Akan tetapi 
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tidak boleh dilupakan bahwa berbagai biaya cenderung tidak stabil 

karena berbagi sebab seperti inflasi, pertumbuhan penduduk, naiknya 

standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi. 

2) Keadilan 

 

Keadilan atau pemerataan yakni bahwa beban untuk belanja publik 

ditanggung oleh masyarakat secara proposional dengan kekayaan 

mereka. Dengan demikian, sistem perpajakan akan baik apabila 

progresif, yaitu apabila persentase pendapatan seseorang yang 

dibayarkan sebagai pajak meningkat seiring dengan peningkatan 

pendapatan. 

3) Kapasitas Administratif 

 
Tuntutan kemampuan administraftif dalam hal keahlian, integritas dan 

determinasi sangat bervariasi untuk berbagai sumber penerimaan. 

Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak  langsung 

dari masyarakat yang mempunyai karakteristik demikian cenderung 

sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat  mungkin 

rendah. Di sisi lain perolehan sangat signifikan bisa diperoleh dari 

pajak atas bahan bakar, misalnya dengan biaya administratif yang 

relatif rendah. 

4) Kapasitas Politis 

 

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarkat dengan 

konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu kesepakatan bersama jika dirasakan perlu dalam pengambilan 

keputusan perpajakan. 



31 
 

 

5) Efesiensi Ekonomi 

 
Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu untuk 

menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi 

perilaku ekonomi. Misalnya, pajak penjualan sangat mempengaruhi 

harga pembelian pakaian. Oleh karena itu, penilaian atas suatu pajak 

juga harus dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak. 

Kriteria efisiensi ekonomi secara umum lebih bermanfaat untuk 

digunakan dalam menilai pajak pusat dari pada pajak daerah. 

 

 

2.1.4 Pajak Penerangan Jalan 

 

a. Definisi Pajak Penrerangan Jalan 

 

Prakosa (2013) menjelaskan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah 

pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah 

daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan 

tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. Menurut Samudra (2015:237) Pajak Penerangan Jalan 

adalah pajak  atas  penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa  di 

wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan. Dalam penjelasan Pasal 2 

ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Bahwa pajak 

penerangan jalan ialah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan 

bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar 

oleh pemerintah daerah. 
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b. Objek Pajak Penerangan Jalan 

 

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PDRD yang menjadi 

Objek Pajak Penerangan Jalan oalah penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari Objek  Pajak  Penerangan  

Jalan adalah: 

1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan,konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik. 

3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapastitas 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 

4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan 

Daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang khusus 

digunakanuntuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan 

sejenisnya. 

 
 

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan 

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2013 Subjek Pajak 

Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan 

tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen 

yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha 

penerangan jalan. Sementara itu, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik 
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disediakan oleh PLN, Pemungut Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh 

PLN. Namun jika tenaga listik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak 

Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan 

pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan 

PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN 

untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna  tenaga  listrik  bukan 

PLN untuk industri dan bisnis sedangkan pengguna tenaga listrik bukan 

industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga. 

 
 

d. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan 

 

   Pasal   5   ayat   (1)   Nomor   7   Tahun  2013  Dasar pengenaan pajak 

penerangan jalan ialajh nilai jual tenaga listrik. 

Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut: 

 

1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, 

Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap 

ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam 

rekening listrik. 

2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik 

dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, 

jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku 

diwilayah daerah yang bersangkutan. 
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e. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh 

industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan 

jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3 % (tiga persen). Khusus penggunaaan 

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 1,5%. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Penetapan tarif paling tinggi/ maksimal untuk penggunaan tenaga 

listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas 

alam, sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, 

sebesar 1,5% dimaksudkan pemerintah memberikan apresiasi privat 

sector/swasta yang mampu untuk menghasilkan tenaga listrik sendiri. Karena 

listrik yang dihasilkan oleh PLN mendapatkan subsidi dari APBN, sehingga 

apabila industri atau masyarakat tidak mendapatkan subsidi harga dari 

penggunaan listrik PLN. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif 

pajak berupa pemotongan tarif pajak bagi penggunaan tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri. 

 
 

f. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 7 

besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalihkan tarif pungutan Pajak Penerangan Jalan dengan  dasar 

pengenaan pajaknya. 
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Contoh perhitungan pajak penerangan jalan: 

 

1) Pelanggan PLN kelompok rumah tangga 

 

Biaya rekening listrik terdiri dari Biaya beban dan Biaya pemakaian. 

Biaya beban adalah biaya yang besarnya tetap, dihitung berdasarkan daya 

tersambung. Sedangkan biaya pemakaian merupakan biaya pemakaian 

energi. Untuk pelanggan-pelanggan golongan tertentu, yaitu R-1 dan R-2, 

perhitungan tarif biaya pemakian dikenakan sistem blok. Artinya, untuk 

pemakaian sampai jumlah tertentu, yaitu 60 jam pertama mendapat tarif 

yang lebih murah dan selebihnya tarif yang lebih mahal. Dibawah ini 

tabel tarif daftar listrik kelompok rumah tangga berdasarkan Peraturan 

Mentri No.19 Tahun 2019: 

Tabel 2.1 Tarif Daftar Listrik Kelompok Rumah Tangga 
 
 

Golongan Tarif 

Listrik 

 

Daya 

 

Biaya Pemakaian 

 

Konsumen 

R-1 / TR 1.300 VA Rp. 1.467,28 / 

kWh 

Rumah tangga kecil 

R-1 / TR 2.200 VA Rp. 1.467,28 / 
kWh 

Rumah tangga kecil 

R-2 / TR 3.500 VA 

5.500 VA 

Rp. 1.467,28 / 

kWh 

Rumah tangga 

Menengah 

R-3 / TR >6.600 VA Rp. 1.467,28 / 
kWh 

Rumah tangga besar 

Sumber: Peraturan Mentri No. 19 Tahun 2019 

Contoh perhitungan untuk golongan tarif R-1 1.300 VA (Kelompok rumah 

tangga).  

 

a) Perhitungan rata-rata pemakaian kWh rekening: 

      Januari : 230 kWh 

      Februari : 220 kWh 

      Maret : 205 kWh 

      April : 218 kWh 
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b) Perhitungan tagihan rekening: 

      Rupiah pemakaian listrik (218 kWh x Rp. 1. 467,28) = Rp. 230.356 

      PPJ 10% x (Rp. 320,356 x10%) = Rp. 32,036 

     Total = Rp. 352,392 

     Materai = Rp. 3.000 

     Total Tagihan = Rp. 355,392 

 

 
2) Pelanggan PLN Kelompok bisnis 

 
Dibawah ini tabel tarif daftar listrik kelompok bisnis: 

 

Tabel 2.2 Tarif Daftar Listrik Kelompok Bisnis 
 

Golongan Tarif 

Listrik 

 

Daya 

 

Biaya Pemakaian 

 

Konsumen 

B-2 / TR 6.600 VA – 

200 kVA 

Rp. 1.467,28 / kWh Bisnis sedang 

B-3 / TM >200 kVA Rp. 1.115 / kWh Bisnis besar 

I-3 / TM >200 kVA Rp. 1.115 / kWh Industri skala menengah 

I-4 / TT >30.000 kVA Rp. 997 / kWh Industri besar 

P-1 / TR 6.600 VA – 

200 kVA 

Rp. 1.467 / kWh Kantor pemerintah kecil 

P-2 / TM >200 kVA Rp. 1.115 / kWh Kantor pemerintah besar 

P-3 / TR  Rp. 1.467,28 / 

kWh 

Penerangan jalan umum 

L / TR,TM,TT  Rp. 1.644,52 / 

kWh 

Layanan Khusus 

Sumber: Peraturan Mentri No. 19 Tahun 2019 

 
 

g. Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 7  

pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN dalam hal tenaga listrik 

yang disediakan oleh PLN dan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal tenaga listrik 

yang disediakan bukan oleh PLN.
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Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan belum dapat dilakukan 

secara sistem self assessment murni, karena kebanyakan penanggung pajak atau 

Wajib Pajak didominasi oleh konsumen rumah tangga yang sangat tidak 

memperdulikan atau memperhatikan daya/tenaga listrik terpakai serta tidak 

membukukan atau mencatatnya sehingga tidak dapat menghitung sendiri jumlah 

Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar. 

Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor PT.PLN (Persero) ULP Helvetia 

Medan perhitungan jumlah Pajak Penerangan Jalan yang terhutang, pemungutan 

pajak yang dilaksanakan bersamaan dengan tagihan rekening listrik PLN. Setelah 

itu melakukan penyetoran Pajak Penerangan Jalan kepada kantor 

Pembendaharaandan Kas daerah propinsi Sumatera Utara melalui Bank Mandiri 

Kantor kas Medan PLN Wilayah II. 

Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan penyetoran pajak 

tersebut kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Medan adalah 

sebagai berikut: 

1) Lembaran tagihan listrik yang sudah dibayar pelanggan pada loket-loket 

pembayaran atau pada Bank yang di tunjuk oleh PT. PLN kemudian disetor 

kepada rekening bank Kantor cabang PT. PLN (Persero) ULP Helvetia 

Medan yaitu kantor Bank Mandiri Kantor Kas Medan PLN Wilayah II. 

2) PLN ULP Helvetia Medan secara aktif memantau rekening Koran dan 

memperhitungkan kewajiban menyetor Pajak Penerangan Jalan kepada 

Pemerintah propinsi Sumatera Utara Wilayah II. 

3) Pada awal bulan, kantor cabang PT.PLN melaporkan penerimaan dan 
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kewajiban menyetor Pajak Penerangan Jalan serta mentransfer seluruh 

penerimaan tagihan listrik kepada rekening Bank Kantor Pusat PLN. 

4) Setelah mendapat persetujuan atau perintah Kantor Pusat PLN, maka 

dilakukan transfer jumlah pajak yang dipungut setelah dikurangi biaya 

penggantian administrasi dan upah pungut sebesar 6,8 % kepada rekening 

Bank kantor cabang PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan, kemudian 

kantor cabang PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan membuat perintah 

kepada bank tersebut untuk mentransfer sejumlah uang tertentu kepada 

rekening Kantor Perbendaharaan dan Kantor Kas Medan PLN Wilayah II 

sebagai penyetor Pajak Penerangan Jalan. 

5) Setelah ada pemberitahuan atau penerimaan nota kredit dari Bank Mandiri 

Medan maka Kantor Perbendaharaan dan Kantor Kas Medan PLN Wilayah 

II mengakui adanya penerimaan Pajak Penerangan Jalan. 

6) Dinas Pendapatan Daerah propinsi Sumatera Utara Medan mengakui 

adanya penerimaan Pajak Penerangan Jalan setelah ada bukti transfer. 

 

 

h. Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaaan Pajak 

Penerangan Jalan 

Lampu penerangan jalan adalah tanggungjawab Pemda setempat. Dalam 

hal ini PLN hanya bertugas untuk menarik Pajak Penerangan Jalan untuk 

kemudian disetorkan ke Pemda dan mensuplai aliran listrik ke Penerangan Jalan 

tersebut. Sementara untuk pemasangan baru, pemeliharaan dan penanganan 

gangguan penerangan jalan adalah tanggungjawab Pemda. 

Kebijakan yang terkait pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum 

(PPJU) ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri
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dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 Tahun 1993 dan Nomor 

2862.K/841/M.PE/1993, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang diikuti Peraturan Daerah 

(Perda). 

Dengan demikian pengelolaan Penerangan Jalan Umum dapat  

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Penerangan Jalan Umum dibangun, dipelihara dan rekening listrik 

dibayar oleh Pemda. 

2) Penerangan Jalan Umum swadaya masyarakat yang tidak didaftarkan ke 

PLN adalah pencurian listrik sekalipun itu untuk kepentingan umum. 

3) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dihitung, ditetapkan dan ditagih 

oleh PT.PLN bersamaan dengan tagihan rekening listrik pelanggan. 

4) Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum disetor ke kas Pemda. 

 

Adapun kewajiban Pemda setelah menerima haknya berupa 

pembayaranPajak Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut: 

1) Mengadakan material Penerangan Jalan Umum,  dari  mulai  bola  

lampu, tiang-tiang hingga ke jaringan kabel yang ada di wilayah 

pengelolaannya. 

2) Mengurus penyambungan tenaga listrik ke kantor cabang PLN. 

 

3) Merawat serta memelihara seluruh perlengkapan Penerangan Jalan 

Umum. 

4) Membayar seluruh rekening listrik yang terpakai Penerangan Jalan 

Umum tersebut kepada PLN. 
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2.1.5 Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan 

 

Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikatakan 

efektif dan efisien atas penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan 

dengan benar: 

a. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup 

 

Pencatatan dilakukan secara teratur dan proses pendokumentasian 

dikontrol dengan menggunakan sistem yang ada, melainkan  

menjadikan sistem sebagian sumber data pada saat melakukan 

pelaporan. 

b. Evaluasi secara independen atas kinerja 

 

Evaluasi hanya terjadi pada saat ada pemeriksaan pada instansi  

tersebut, diikuti dengan implementasi solusi yang ditemukan. 

c. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan 

 
Arsip laporan tidak lengkap. Data hanya tersimpan dikomputer. 

Sehingga,instansi menghadapi kesulitan apabila ingin diitinjau kembali 

terhadap sumber data. 

d. Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan 

 

Terdapat pembatasan bagi pihak luar untuk mengakses laporan pajak 

penerangan jalan, serta setiap system user diberikan password yang 

berbeda, untuk menghindari error dan fraud. 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Pelanggan PLN dan Rupiah Kwh 

Jual Terhadap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) ULP 
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Helvetia bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya dari dalam negeri. 

Berikut ini penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Analisis Penerimaan Pajak 

Penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama / 

Tahun 
Judul Variabel X Variabel Y 

Model 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 Riedel S.M 

Monginsidi 

(2013) 

Analisis 

Penerimaan 

Pajak 

Penerangan 

Jalan di Dinas 

Keuangan 

Pengelolaan 

Aset 

Terhadap 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Minahasa. 

Penerimaan 

Pajak 

Penerangan 

Jalan di 

Dinas 

Keuangan 

Pengelolaa

n Aset 

 

 

 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Minahasa 

Deskriptif Hasil penelitian 

menunjukkan  tingkat 
efektivitas Pajak 

Penerangan Jalan 

Kabupaten Minahasa dari 

tahun 2009- 2012 rata-rata 

sebesar 99,84%. Hal ini 

berarti bahwa penerimaan 

Pajak Penerangan Jalan 

sangat efisien dan baik. 

2 Annisa 

Istighfari

n (2014) 

 

Analisis 

Potensi Pajak 

Penerangan 

Jalan 

Terhadap 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

Penerangan 

Jalan di 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Potensi 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

Realisasi 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

Deskriptif Hasil penelitian menunjukkan 
basis pajak penerangan jalan 
perlu diketahui dengan 
adanya penjumlahan dari 
biaya beban dan biaya 
pemakaian yang diperoleh 
dari PT. PLN Area Sidoarjo. 

3 Riki 

Mulyasa 

(2014) 

Analisis 

Jumlah 

Pelanggan 

Listrik 

Terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

Penerangan 

JalanPada PT. 

PLN 

(Persero) 

Distribusi 

Banten Area 

Banten Utara 

studi kasus di 
Kota Serang. 

Jumlah 

Pelanggan 

Listrik 

Penerimaan 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

Deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa jumlah 

pelanggan listrik 

berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

penerangan jalan di Kota 

Serang. 

4 Imaam 

Suyadi 

(2016) 

Potensi Pajak 

Penerangan 

Jalan Dan 

Kontribusinya 

Pada PT. PLN 

(Persero) 

Kota Malang 

Potensi 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

Kontribusinya 

Pada PT.PLN 

(Persero) 

Deskriptif Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

perhitungan potensi pajak 

penerangan jalan pada PT. 

PLN Kota Malang pada 

tahun Anggaran 2011-2013 

menunjukkan peningkatan 

setiap tahunnya dan 
memiliki kategori efektif. 
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5 Nancy 

Maria 

Ngantun

g (2016) 

Analisis Peran 
Pajak 
Penerangan 
Jalan Umum 
Terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Kota Tamoha. 

Peran 

Pajak 

Peneranga

n Jalan 

Umum 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini dengan 

menggunakan analisis rasio 

efektivitas, pajak 

penerangan jalan selalu 

berjalan dengan d=efektif. 

Untuk kontribusi PPJ 

terhadap PAD Kota 

Tamohan terus berkualitatif 

dengan rata-rata 

kontribusinya dari tahun 

2011-2015 adalah sebsesar 

18,25%. 

Sumber: Diolah oleh penulis (2021) 

 

 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Salah satu pajak daerah yang berpotensi besar terhadap penerimaan daerah 

adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Lahirnya PPJ adalah atas dasar 

pertimbangan bahwa Pemda membutuhkan biaya yang cukup besar untuk 

perluasan pembangunan penerangan jalan yang selama ini ditanggung oleh 

Pemda. Oleh karena itu, penerimaan PPJ terhadap masyarakat penggunaa listrik 

dimaksudkan untuk membiayai perluasan pembangunan dan membayar 

pemakaian daya listrik PLN untuk penerangan jalan. 

Sebagai kota Medan merupakan pusat kegiatan ekonomi, hal ini 

menjadikan para investor cenderung untuk memulai bisnisnya di Medan karena 

saran dan prasarana yang menunjang dan peluang pasar yang cukup terbuka dan 

menjanjikan keuntungan (Kismono,2010). Oleh karena itu sudah banyak lahan di 

Medan dijadikan bangunan untuk kegiatan bisnis. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dunia bisnis yang terus 

berkembang berdampak terhadap konsumsi penggunaan energi listrik. Listrik 

merupakan penunjang dan kebutuhan yang vital bagi kegiatan ekonomi dari sektor 

bisnis. Konsumsi listrik yang dilakukan oleh sektor bisnis itu berarti akan 

berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN 

(Persero) ULP Helvetia. 
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PT. PLN (Persero) ULP Helvetia 

Pemerintah Daerah (PEMDA) 

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

Pencatatan 

Pelaporan 

 

 

Pencatatan akuntansi penerimaan pajak penerangan jalan, pelaporan 

penerimaan pajak penerangan jalan diduga dapat mempengaruhi penerimaan pajak 

penerangan jalan. Hal ini disebabkan karena pencatatan akuntansi menjadi bagian 

dari pendokumentasian dasar pengenaan pajak penerangan jalan yang akan dicatat 

dan dilaporkan, serta pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan diduga juga 

dapat mempengaruhi kesalahan dalam menginput laporan yang efektif dan efisien 

yang berdampak pada besarnya penerimaan pajak penerangan jalan yang 

dilakukan oleh PT. PLN (Persero). 

Kerangka berpikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
 

 

    Sumber: Diolah oleh penulis (2021) 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Sugiyono (2016) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang digunakan untuk mencari dan menumpulkan data, menyusun, menggunakan 

serta menafsirkan data yang sudah ada untuk menguraikan secara lengkap dan 

teliti terhadap suatu objek penelitian. 

 

 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. 

Alamat di Jalan Kemuning Raya, Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, 

Sumatera Utara 20124. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 

Kegiatan pelaksanaan dan penulisan proposal ini dilaksanakan mulai dari 

bulan Desember 2020 sampai dengan selesai. Adapun jadwal kegiatan 

pelaksanaan dan penulisan skripsi yang telah dilakukan bisa dilihat pada tabel 

3.1 Waktu Penelitian sebagai berikut: 
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          Tabel 3.1 Waktu Penelitian 
 

        Sumber : Diolah oleh penulis 2021 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

3.3.1 Jenis Data 

 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif 

adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung mengguankan analisis. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 

Sumber Data ini adalah data sekunder, Sugiyono (2018) menjelaskan data 

yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sumber data yang dimaksud merupakan bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Data Sekunder yang diperoleh dari 

penelitisn ini yaitu:

No Jenis 

Kegiatan 

                                        Tahun  2020-2021 

Des Jan Feb Mar   Apr Mei  Jun Jul   Ags  Sep 
 
Okt 

 

Nov 

1 Pengajuan 

Judul 

                    
    

2 Penyusunan 

Proposal 

                    
    

3 Bimbingan 

Proposal 

                    
    

4 Seminar 

Proposal 

                    
    

5 Pengolahan 

Data 

                    
    

6 Penyusunan 

Skripsi 

                    
    

7 Bimbingan 

Skripsi 

                    
    

8 Sidang Meja 

Hijau 
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a. Grafik Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik per Kwh 

 

Grafik rupiah pemakaian tenaga listrik per kwh ini digunakan 

untuk melihat naik turunnya pemakaian tenaga listrik setiap tahun dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 karena total tagihan listrik 

pelanggan . 

b. Data Besarnya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

 

Data besarnya penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh 

PT. PLN (Persero) digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada 

jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. 

 

 
3.4 Definisi Operasional Variabel 

 

Nazir (2014) menyatakan Definisi Operasional adalah suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Sedangkan Menurut 

Arifin (2014:190) Definisi Operasional merupakan definisi khusus yang 

didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan dapat diamati, dan dilaksanakan oleh 

peneliti lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasioanl 

yang akan diteliti. 

Adapun definisi operasional variabel yang terdapat pada 

penelitian ini adalah : 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

 

     Variabel Indikator                    Deskripsi    Skala 

Penerimaan 

Pajak 

Penerangan 

Jalan  

a. Pencatatan 

akuntansi 

pendapata

n. 

b. Pelaporan 

akuntansi 

pendapata

n. 

a. Pencatatan akuntansi pendapatan 

dicatat pada saat terjadi hak tanpa 

memperhatikan pendapatan tersebut 

diterima. Pencatatan dilakukan 

secara teratur dan proses 

pendokumentasian dikontrol dengan 

menggunakan sistem yang ada, 

melainkan  menjadikan sistem 

sebagian sumber data pada saat 

melakukan pelaporan. 

b. Pelaporan akuntansi pendapatan 

pelaporan pendapatan ini disebut 

konsep pengakuan pendapatan pada 

dasar akrual. Beban dan pendapatan 

yang saling terkait dilaporkan pada 

periode yang sama. Konsep 

akuntansi yang mendukung 

pelaporan pendapatan dan beban 

terkait pada periode yang sama. 

(Pawan,2013). 

      

Nominal 

Sumber : Diolah oleh penulis 2021 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Metode 

dokumentasi, Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang memperlajari dokumen-dokumen PT. PLN (Persero) 

ULP Helvetia. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptifyaitu metode 

analisis data dimana data dikumpulkan, disusun, diinterprestasikan, dan dianalisis 

sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

Dalam mengumpulkan dan menganlisa data-data yang diperoleh penulis 

menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur dan cara pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan data yang 

ada diperusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan melakukan 

Studi dokumentasi dan wawancara di PT. PLN (Persero) ULP Helvetia kepada staff 

untuk memberikan data-data tahunan besarnya penerimaan pajak penerangan jalan 

dan mempelajari dokumen-dokumen serta dianalisis untuk di interprestasikan 

sehingga diperoleh keterangan dan penjelasan sebenarnya untuk hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 



BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HasilPenelitian 

 

4.1.1 Sejarah Umum PT. PLN(Persero) 

 

a. Listrik Sebelum Kemerdekaan dan Diawal Kemrdekaan sampai Tahun 

1965 

Sejarah Kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah baru. Listrik mulai ada di 

Wilayah Indonesia tahun 1983 didaerah Batavia (Jakarta), maka 30 tahun 

kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya di bangun ditanah 

pertapakan Kantor PLN Cabang Medan yang sekarang di Jl. Listrik No.12 

Medan, di bangun oleh NV NIGEM/OGEM perusahaan swasta di Belanda, 

kemudian menyusul pembangunan kelistrikan di tanjung pura dan pangkalan 

Branda (1924), tebing tinggi (1927), Sibolga (NV ANIWM) Beratagi dan 

tarutung (1929), tanjung Balai tahun 1931 (milik Gameenta Kotapraja), Labuhan 

Bilik (1936) dan tanjung tiram (1937). 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, 

dikumandangkanlah Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diseluruh 

penjuru tanah air untuk mengambil alih Perusahaan Listrik bekas milik swasta 

Belanda dari tangan Jepang. Perusahaan Listrik yang sudah diambil alih itu 

diserahkan kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Pekerjaan 

Umum.Untuk mengenang peristiwa ambil alih itu, maka dengan penetapan 

Pemerintah No. 1 SD/45 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai hari listrik. 

Sejarah memang membuktikan kemudian bahwa dalam suasana yang 

makin memburuk dalam hubungan Indonesia-Belanda, tanggal 3 Oktober 1953 
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keluar Surat Keputusan Presiden No.163 yang membuat ketentuan Nasionalisasi 

Perusahaan Listrik milik swasta Belanda sebagai bagian dari perwujudan pasal 

33 ayat (2)1945. 

Setelah aksi ambil alih itu, sejak tahun 1955 di Medan berdiri perusahaan 

Listrik Negara Distribusi Cabang Sumatera Utara (Sumatera timur dan tapanuli) 

yang mula-mula dikepalai R. Sukarno (merangkap Kepala di Aceh), tahun 1959 

dikepalai oleh Ahmad Syaifullah. Setelah BPU PLN dibubarkan dengan 

peraturan Menteri PUT No. 9/PRT/64 dan dengan peraturan Menteri 

No.1/PRT/65 ditetapkan pembagian daerah kerja PLN menjadi 15 Kesatuan 

Daerah Eksplotasi I. Sumatera Utara tetap menjadi Eksplotasi I, maka dengan 

keputusan Direksi PLN No.Kpts 009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1966, PLN 

Ekspolatasi I dibagi menjadi 4 cabang Medan, Binjai, Sibolga, P. Siantar 

(berkedudukan di Tebing Tinggi). PP No. 18 tahun 1972 mempertegas 

kedudukan PLN sebagai perusahaan umum Listrik Negara dalam hak, 

wewenanang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan 

mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh Wilayah NegaraRI. 

Dalam SK Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara diubah 

menjadi PLN Eksploitasi II Sumatera Utara.Kemudian menyusul Peraturan 

Menteri PUTL No.013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLM 

Wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara sesuai 

Keputusan Menteri Pertambangan dan energy No.4564.K/702/M.PE/1993, 

tanggal 17 Desember 1993 telah dibentuk Tim Pengalihan Bentuk Perusahaan 

Umum Listrik Negara menjadi PT.PLN (Persero) Listrik Negara. 
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b. Dari Eksploitasi I Menjadi EksploitasiII 

 

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Eksploitasi I Sumatera 

Utara tersebut, maka dengan keputusan Direksi PLN No. Kpts 009/DIRPLN/66 

tanggal 14 April 1996, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi 4 cabang dan satu 

sector,yaitu: 

a. CabangMedan 

 

b. CabangBinjai 

 

c. CabangSibolga 

 

d. Cabang PematangSiantar 

 

Peraturan Perundang-undangan PP No. 18 tahun 1972 mempertegas 

kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak, 

wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan 

mendistribusikan tenaga listrik keseluruhan wilayah Negara RI. Dalam SK 

Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara diubah menjadi PLN 

Eksploitasi I Sumatera Utara. 

 
 

c. Dari Eksploitas II menjadi EksployesII 

 
Kemudian menyusul peraturan Menteri Perusahaan Umum tenaga Listrik 

(PUTL) No.013/PRt/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLN 

wilayah.PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara. 

 
 

d. Dari PERUM MenjadiPERSERO 

 
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.231/1994 tanggal 16 juni 

1994makaditetapkanstatusPLNsebagaiPersero.Adapunyangmembelakangi 
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perubahan status tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang 

terus meningkat dewasa ini. Dimana pada abad 21 nanti, PLN tidak dapat, harus 

mampu menghadapi tantangan yang ada. PLN harus mampu menggunakan tolak 

ukur internasional, dan harus mampu berswada tinggi, dengan manajemen yang 

berani teransaparan, terbuka, disentralisasi, profit centre dan cost centre. 

Untuk mencapai tujuan PLN meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mendorong perkembangan industri pada PJPT II yang tanggungjawabnya cukup 

besar dan berat, kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi dan 

lembaga yang terkait, perlu dibina dan ditingkatkan terus. 

 
 

e. Pemisahan PT PLN (Persero) Wilayah II dan PT PLN (Persero) 

Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera BagianUtara 

Perkembangan kelistrikan di Sumatera Utara terus mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat, hal ini di tandai dengan 

semakin bertambahnya jumlah pelanggan, perkembangan fasilitas kelistrikan, 

kemampuan pasokan listrik dan indikasi-indikasi pertumbuhan lainnya.Untuk 

mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera Utara di 

masa-masa mendatang serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan jasakelistrikan. 

Maka berdasarkan syarat keputusan Nomor.078.K/023.DIR/1996 Tanggal 

9 Agustus 1996 dibentuk organisasi baru dibidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu 

PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Utara, Dengan 

pembentukan organisasi baru PLN Pembangkitan dan penyaluran Sumatera 

Bagian Utara yang terpisah dari PLN wilayah II, Maka fungsi-fungsi 

pembangkitan dan penyaluran Sumbagut. Sementara itu PLN WilayahII 
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berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik. 

 

 
4.1.2 Visi dan MisiPerusahaan 

 
1. Visi PT. PLN (Persero) ULPHelvetia 

 

“Diakui sebagai Perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”. 

 
2. Misi PT. PLN (Persero) ULPHelvetia 

 

1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegangsaham. 

2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupanmasyarakat. 

3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatanekonomi. 

 

4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasanlingkungan. 

 

 
4.2 Lambang PT. PLN (Persero) ULPHelvetia 

 

Bentuk, warna, dan makna lambang perusahaan resmi yang digunakan adalah 

sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum 

Listrik Negara No.031/DR/76 Tanggal 1 Juni 1976, mengenai pembakuan 

Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. 

 
 

Gambar 4.1 

Lambang PT. PLN (Persero) ULPHelvetia 
 

Sumber : PT. PLN (Persero) ULP Helvetia, 2020 
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Manager ULP 

SPV Teknik SPV PAD SPV TEL Pejabat 

Pelaksanaan 

K3L 

Staff Staff 

Staff 

Staff 

Pelayanan 

Staff 

Pelayanan 

Staff 

Pelayanan 

 

4.3 Struktur Organisasi dan Bidang Kerja PT. PLN (Persero) ULPHelvetia 

 

1. StrukturOrganisasi 

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai 

struktur organisasi, karena perusahaan juga merupakan organisasi.Organisasi 

adalah suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang terorganisasi, yang 

dilaksanakan oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

struktur organisasi ditetapkan tugas-tugas wewenang dan tanggungjawab setiap 

orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta bagaimana hubungan 

satu dengan yang lain. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, PT. PLN memiliki struktur organisasi 

yang tertera menurut fungsi dan golongannya. Tujuan adanya struktur organisasi 

adalah untuk pencapaian kerja/pendelegasian dalam organisasi yang 

berdasarkan pada pola hubungan kerja seta lalu lintas wewenang dan 

tanggungjawab. 

 
 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) ULP Helvetia 

 

 
Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Helvetia,2020 



55 
 

 

2. Bagian Kerja 

 

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada PT.PLN 

(Persero) ULP Helvetia dapat dilihat sebagai berikut: 

1) ManagerULP 

 

Manajer mempunyai tugas yaitu memimpin organisasi, mengatur 

organisasi, mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi organisasi, menumbuhkan kepercayaan, 

meningkatkan rasa tanggung jawab, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

organisasi, serta menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki 

organisasi atau perusahaan. 

2) SupervisorTeknik 

 

Supervisor Teknik mempunyai tugas mengatur kerjanya para 

bawahannya (staf), membuat Job Descriptions untuk staf bawahanya, 

bertanggung jawab atas hasil kerja staf, memberi motivasi kerja kepada staf 

bawahanya, membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan, memberikan 

briefing bersama staf, serta membuat planning pekerjaan harian, mingguan, 

bulanan, dan tahunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Supervisor Teknik 

dibantu oleh: 

a) Assistant Operator/Junior Operator Operasi Distribusi. 

 

b) Assistant Engineer/Junior Engineer/AssistantDistribusi. 

 

c) Assistant Engineer/Junior Engineer PengendalianKonstruksi. 

 

d) Assistant Officer/Junior Officer Administrasi Teknik. 
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3) Supervisor PAD (Pelayann Pelanggan &Administrasi) 

 

Supervisor Pelayanan Pelanggan & Administrasi mempunyai tugas 

mengatur kerjanya para bawahannya (staf), membuat Job Descriptions untuk 

staf bawahanya, bertanggung jawab atas hasil kerja staf, memberi motivasi 

kerja kepada staf bawahanya, membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan, 

memberikan briefing bersama staf, serta membuat planning pekerjaan harian, 

mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Supervisor 

Pelayanan Pelanggan dan Administrasi dibantu oleh: 

a) Assistant Analyst/Junior Analyst PelayananPelanggan. 

 

b) Assistant Officer/Junior Officer Pengendalian Piutang. 

 

c) Assistant Analyst/Junior Analyst Akuntansi &Keuangan. 

 

4) Supervisor TEL (Transaksi EnergiListrik) 

 

Supervisor Transaksi Energi Supervisor Transaksi Energi mempunyai 

tugas mengatur kerjanya para bawahannya (staf), membuat Job Descriptions 

untuk staf bawahanya, bertanggung jawab atas hasil kerja staf, memberi 

motivasi kerja kepada staf bawahanya, membuat jadwal kegiatan kerja untuk 

karyawan, memberikan briefing bersama staf, serta membuat planning 

pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Supervisor Transaksi Energi dibantu oleh: 

a) Assistant Engineer/Junior Engineer Pengendalian Susut &PJU. 

 

b) Assistant Engineer/Junior Engineer/ Assistant Pemutusan. 

 

c) Assistant Officer/Junior Officer Pembacaan Meter dan Pembuatan 
Rekening. 
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5) Pejabat PelaksanaK3L 

 

Pejabat Pelaksana K3L mempunyai tugas mengelola/ mamanajemen 

risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lingkungan 

kerja, Mengelola kondisi darurat dan krisis yang mungkin terjadi di 

Lingkungan kerja, Menyusun dan menyelenggarakan program dan prosedur 

K3L meliputi pencegahan, pengelolaan insiden K3L serta memberikan saran 

dan koordinasi kepada pihak terkait untuk implementasi K3L. 

 

4.4 Aspek KegiatanPerusahaan 

 
PT. PLN (Persero) merupakan unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok 

dan fungsi DepartemenPertambangan dan Energi. Adapun tugas dan fungsi PT. 

PLN (Persero) adalah sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok PT.PLN(Persero) 

 

Tugas pokok PT.PLN (Persero) adalah melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Departemen Pertambangan dan Energi yang meliputi 

pembangkitan, transmisi, pendistribusian serta pengusahaan tenaga listrik 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 

2. Tugas dari PT.PLN(Persero) 

 

PT.PLN (Persero) mempunyai beberapa fungsi dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu: 

1) Perumusan Kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan 

pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

meliputi: 
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a) Penyediaan tenaga listrik meliputi pembangunan sarana 

kelistrikan, pembangkitan transmisi sertadistribusi. 

b) Pengusahaan tenagalistrik. 

 

c) Pemanfaatan dan pengembangan tenagalistrik. 

 

d) Pendidikan dan pengembangan tenagalistrik. 

 

2) Pelaksanaanya sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Usaha-usaha ketenagalistrikan 

yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) dalam mencapai tujuannya 

meliputi usahabidang: 

a) Produksi, transmisi dan distribusi tenagalistrik. 

 

b) Perencanaan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan. 

 

c) Pengendalian pengembangan tenagalistrik. 

 

d) Pengusaha jasa-jasa di bidang tenagalistirk. 

 

Adapun kegiatan usaha yang dilaksanakan yang berhubungan dengan 

penyediaan tenaga listrik antara lain sebagai berikut: 

1) PembangunanJaring 

 

Merupakan pembangunan hantaran udara yang meliputi: 

 
a) Tegangan Rendah(TR) 

 

b) Tegangan Menengah(TM) 

 

c) Tegangan dibawah tanah (Kabel TR dan TM) 

 

2) Pembangunan GarduDistribusi 

 

Merupakan pembangunan gardu yang mendistribusikan kwh atau 

menyalurkan tenaga / aliran listrik kepada langganan memlalui 

Jaringan Tegangan Rendah (TR) termasuk perlengkapan Kwh. 
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3) PembangunanTiang 

 

Meliputi tiang tegangan rendah dan tegangan menengah. 

 

4) Pemeliharaan Gardu, Jaringan, Sambungan rumah dan pemeliharaan 

gedung yang secara khususmeliputi: 

a) Pemeliharaan gangguan gardutembok. 

 

b) Pemeliharaan gangguan gardutiang. 

 

c) Pemeliharaan gangguan gardukios. 

 

d) Pemeliharaan gangguan Saluran Udara Tegangan Menengah 

(SUTM). 

e) Pemeliharaan gangguan saluran udara tegangan 

rendahdanpenerangan jalan umum (PJU). 

f) Pemeliharaan gangguan sambunganrumah. 

 

5) PenyambunganBaru 

 

Berarti mengadakan kegiatan pemasangan atau penyambungan listrik 

rumah konsumen baru. 

6) Tambahdaya 

 

Merupakan perubahan daya baik penambahan atau penurunan daya. 

 

7) PerubahanTarif 

 

Merupakan perubahan jenis tariff dari pelanggan umum kelompok 

lainnya atau sebaliknya, misalnya dari rumah tinggal ketarif industry 

atau usaha. 

8) Pelayanan KepadaPelanggan 

 

a) Pelayanan kepadapelanggan. 

 

b) Permintaan sambungan baru dan perubahandaya. 

c) Permintaan ganti nama atau tariff. 
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d) Permintaan penerangansementara. 

 

e) Permintaan perbaikan atau pembongkaran saluranrumah. 

 

9) PembacaanMeter. 

 

Merupakan pencatatan standar meter atas pemakaian tenaga listrik. 

 

10) Pembuatan rekening atas pemakaian tenagalistrik. 

 

11) Penerimaan pelunasan atau pembayaran rekeninglistrik. 

 

12) Pengawasan tunggakan rekening listrik danlanjut. 

 

 

4.4.1 Objek dan Subjek Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

 

Objek penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP 

Helvetia yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang 

diperoleh dari sumber lain. 

Subjek penerimaan pajak penerangan jalan pada PT.PLN (Persero) ULP 

Helvetia yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik terkait. 

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerimaan pajak 

penerangan jalan ialah Penyedia Tenaga Listrik. 

 
 

4.4.2 Dasar Tarif Pengenaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

 

Karena tarif pengenaan penerimaan pajak penerangan jalan ini langsung 

disetrokan ke pemerintah daerah, maka tarif penerimaan pajak penerangan jalan 

yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu 10% yang sudah 

ditetapkan tarif paling tinggi. Di PLN Wilayah Medan sendiri, ada memiliki 

beberapa tarif pengenaan penerimaan pajak penerangan jalan yang sudah ditetapkan 

yang berlaku ialah: 
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1) Tarif pengenaan pajak penerangan jalan dengan listrik yang disediakan oleh 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau bukan PLN yang digunakan oleh 

industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 3%. 

2) Tarif pengenaan pajak penerangan jalan dengan sumber listrik dari PLN atau 

bukan PLN digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas 

alam 2,4%. 

3) Tarif pengenaan pajak penerangan jalan dengan penggunaaan listrik yang 

dihasilkan sendiri 1,5%. 

 

Rumus: Tarif Pengenaan PPJ x Nilai Jual Tenaga Listrik 

Tarif Pengenaan PPJ yang berlaku = 10% 

Nilai Jual Tenaga Listrik (DPP) = Rp. 23.305 

Besaran pajak yang harus dibayar = 10% x Rp. 23.305 

= Rp. 2.330 

 

Setelah mendapatkan besaran pajak terutangnya, wajib pajak atau subjek 

pajak harus menyetorkan ke pemerintah daerah (PEMDA) setiap bulan. 

 
 

4.4.3 Prosedur Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

 

Mekanisme Prosedur penerimaan pajak penerangan jalan sebagai berikut: 

 

1) Penerimaan pajak penerangan jalan dari pelanggan PLN secara 

bersamaan dengan pembayaran rekening listrik sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2) Menyetor hasil penerimaan pajak penerangan jalan ke kas Pemerintahan 

Kota Medan paling lambat tanggal 20 setaiap bulan setelah penerimaan 

pajak penerangan jalan dengam memperhatikan ketentuan. 
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3) Atas permintaan Pemko Medan, PLN wajib menyampaikan laporan 

setiap bulan berupa: 

Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak perkode golongan (rekening 

umum, TNI/POLRI, Pemda dan BUMN). 

a) Rekapitulasi rekening listrik yang di cetak per jenis tarif. 

 

b) Rekapitulasi penerimaan pajak penerangan jalan. 
 

 

 
 

 

Gambar 4.3 

Prosedur Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

Sumber: PT. PLN (Persero), 2019 
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4.4.4 Pencatatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

 

Pencatatan penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh PT. PLN 

(Persero) digunakan untuk menyusun pencatatan dalam membiayai penerangan 

jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. 

Peningkatan penerimaan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah 

kota Medan memang dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan melalui 

penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ). Hal tersebut dapat terlihat dari 

kesadaran wajib pajak dan berdampak besar kecilnya penerimaan pajak 

khususnya pajak penerangan jalan (PPJ) sehingga hasil dari semua usaha tersebut 

akan terlihat dengan meningkat atau tidaknya besarnya penerimaan pajak 

penerangan jalan PT. PLN (Persero) ULPHelvetia. 

 

Tabel 4.1 

Pencatatan Akuntansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada 

PT. PLN (Persero) ULP Helvetia 

(Disajikan dalam bentuk jutaan rupiah) 
 

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 

Pendapatan 

Usaha 
     

Penjualan 

Tenaga Listrik 2.330 2.289 2.045 2.573 2.262 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

 
14.345 

 
16.552 

 
17.069 

 
17.899 

 
17.320 

Jumlah 

Pendapatan 

Usaha 

 

16.675 

 

18.841 

 

19.114 

 

20.472 

 

19.582 

Beban Usaha      

Pembelian 

Tenaga Listrik 22.950 20.714 18.982 34.026 21.007 

Sewa Trafo 5.430 4.345 5.630 5.300 3.560 

Sewa 
Kapasitor 

1.772 1.980 987 1.450 995 

Sewa Diesel / 

Genset 344.803 235.462 302.806 335.276 240.341 

Jumlah 

Beban Usaha 
374.955 262.501 328.405 376.052 265.903 

 
Sumber dari PT.PLN (Persero), 2020 
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Tarif Pengenaan PPJ x Nilai Jual 

Tenaga Listrik 

 

 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan penerimaan pajak penerangan jalan yaitu: 
 

 

a) Tarif Pengenaan PPJ = 10% 

 

Pada tahun 2016 Penjualan Tenaga Listrik = 23.305 

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2016 adalah 

= 10% x 23.305 

 

= 2.330 

 

b) Tarif Pengenaan PPJ = 10% 

 

Pada tahun 2017 Penjualan Tenaga Listrik = 22.890 

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2017 adalah 

= 10% x 22.890 

 

= 2.289 

 

c) Tarif Pengenaan PPJ = 10% 

 

Pada tahun 2018 Penjualan Tenaga Listrik = 20.457 

Besaran pajak yang bharus dibayar pada tahun 2018 adalah 

= 10% x 20.457 

 

= 2.045 

 

d) Tarif Pengenaan PPJ = 10% 

 

Pada tahun 2019 Penjualan Tenaga Listrik = 25.732 

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2019 adalah 

= 10% x 25.732 

 

= 2.573 
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e) Tarif Pengenaan PPJ = 10% 

 

Pada tahub 2020 Penjualan Tenaga Listrik = 22.624 

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2020 adalah 

= 10% x 22.624 

 

= 2.262 

 
 

4.4.5 Pelaporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

 

Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikatakan 

efektif dan efisien atas penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan 

dengan benar: 

1) Pendokumentasian dan pencatatan yangcukup 
 

Pencatatan dilakukan secara teratur dan proses pendokumentasian 

dikontrol dengan menggunakan sistem yang ada, melainkan 

menjadikan sistem sebagian sumber data pada saat melakukan 

pelaporan. 

2) Evaluasi secara independen ataskinerja 

 

Evaluasi hanya terjadi pada saat ada pemeriksaan pada instansi 

tersebut, diikuti dengan implementasi solusi yang ditemukan. 

3) Pengendalian secara fisik terhadap aset dancatatan 

 

Arsip laporan tidak lengkap.Data hanya tersimpan dikomputer. 

Sehingga,instansi menghadapi kesulitan apabila ingin diitinjau kembali 

terhadap sumber data. 

4) Pembatasan akses terhadap sumber daya dancatatan 

 

Terdapat pembatasan bagi pihak luar untuk mengakses laporan pajak 

penerangan jalan, serta setiap system user diberikan password yang 

berbeda, untuk menghindari error danfraud. 
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Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan penerimaan 

pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia sudah 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan maka dari itu sudah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 

 
 

4.5 Pembahasan 

 

4.5.1 Pencatatan Akuntansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT. PLN 

(Persero) ULPHelvetia Menggunakan Basis Akrual 

1. Basis Akrual (AccrualBasis) 

 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan bahwa “Untuk 

mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan 

dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 

(dan bukan pada kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat 

dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada 

periode yang bersangkutan”. Basis akrual membuat laporan keuangan 

menjadi lebih transparan dalam menyajikan informasi mengenai 

pertanggung jawaban pelaksanaan apenerimaan pajak penerangan jalan 

karena menghasilkan data yang lebih akurat.Hal ini membuat PT. PLN 

(Persero) dapat menyajikan laporan keuangan, besarnya penerimaan pajak 

penerangan jalan menjadi lebih akuntabel dan akurat.Basis akrual ini 

biasanya digunakan untuk pengukuran asset, hutang, modal dan laba 

ditahan.Perpajakan Indonesia mengacu pada konsep basis akrual ini, dapat 

dicermati dari ketentuan dalam pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 yaitu : ”Pembukaan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” 

dan dengan basis akrual.” 



67 
 

 

 

Basis akrual memiliki dua konsep utama, sebagai berikut: 

 

a. Pengakuan Pendapatan, Pengakuan pendapatan pada PT. PLN 

(Persero) ULP Helvetia menggunakan basis akrual karena 

pendapatan tersebut dapat diakui sebelum uang atau kas diterima, hal 

ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena pengakuan 

pendapatan dicatat pada saat kewajiban sudahdilakukan. 

b. Pengakuan Beban, perusahaan menetapkan beban sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan yaitu Accrual Basis. Penetapan beban 

pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia pada saat uang kas tersebut 

dikeluarkan oleh bagian keuangan untuk biaya-biaya yang 

berhubungan dengan PT. PLN (Persero) ULPHelvetia. 

Tabel 4.2 

Pencatatan Dalam Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual 

Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia 

No Basis Kas Menuju Akrual Basis Akrual 

1 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran 

 
2 

 
Penerimaan Pajak Penerangan 

Jalan 

 

 

3 

Neraca, dengan Ekuitas Dana yang 

dirinci menjadi: 

(1) Ekuitas Dana Lancar 

(2) Ekuitas Dana Investasi 

(3) Ekuitas Dana Cadangan 

 
 

Neraca 

(“Ekuitas” tidak dirinci) 

4 - Laporan Operasional 

5 - Laporan Perubahan Ekuitas 

6 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas 

7 
Pencatatan dan Pelaporan 
Keuangan 

Pencatatan dan Pelaporan 
Keuangan 

Sumber dari PT.PLN (Persero), 2020 
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Proses pencatatan penerimaan pajak penerangan jalan 

 

Bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak penerangan jalan yang 

diterima ke kas Pemerintahan Kota Medan 

Tabel 4.3 

Transaksi Penyetoraan RK PPJ yang Diterima ke Kas 

Pemerintahan Kota Medan 

Tanggal Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

19 

Desember 

2020 

 

STS 

5.5.1.1.5 RK PPJ 17.320.444.411  

3.1.3.3.1 Kas 

pemerintahan 
kota Medan 

 17.320.444.411 

Sumber : PT. PLN (Persero), 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi 

yang digunakan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu Basis Akrual (Accrual 

Basis) karena basis akrual melakukan sistem pencatatan akuntansi pada penerimaan 

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sehingga pencatatan akuntansi yang dilakukan lebih 

efisien dengan menggunakan AccrualBasis. Namun sebenarnya akuntansi berbasi 

akrual tidak hanya berfokus pada pencatatan pendapatan saja namun juga atas semua 

transaksi lain yang dilakukan oleh suatu transaksi, misalnya pencatatan penerimaan 

pajak penerangan jalan. 

 

4.5.2 Pelaporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sudah Sesuai Dengan 

Prinsip Akuntansi Yang Di Terapkan 

Pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) pada PT. PLN 

(Persero) ULP Helvetia menggunakan prinsip akuntansi yang diterapkan 

yaitu Prinsip Pengakuan Pendapatan, pada dasarnya pajak penerangan 

jalan harus sedapat mungkin memenuhi persyaratan, yakni diadakan 

taksiran dan asumsi mengenai hal di kemudian hari, yang selanjutnya bisa 

saja tidak sesuai dengan 
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kenyataannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya 

pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan tidak terlambat 

disajikan. Pendokumentasian 

dan pencatatan yanglengkap dalam Pelaporan dilakukan secara teratur 

dan proses pendokumentasian dikontrol dengan menggunakan sistem 

yang ada, melainkan menjadikan sistem sebagian sumber data pada 

saat melakukan pelaporan.Standar Akuntansi Keuangan Indonesia 

mengeluarkan PSAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan. PSAK 72 

menonjolkan sifat principle based dengan menyebutkan bahwa 

pendapatan diakui ketika kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan 

kewajiban pelaksanaan (performance obligation). Pada saat 

pengakuan pendapatan memperoleh pengendalian (control) atas asset 

dalam bentuk barang atau jasa. 
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Tabel 4.4 

 

Pelaporan Ikhtisar Posisi Keuangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia 

(Disajikan Dalam Bentuk Jutaan Rupiah) 

 

IKHTISAR 

POSISI 

KEUANGAN 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

SUMMARY 

OF 

FINANCIAL 

POSITION 

Aset tidak 

lancar 
1.236.675 1.320.809 1.379.072 1.433.688 1.491.906 

Non Current 

Assets 

Aset lancar 90.350 108.721 113.415 151.367 97.153 Current Assets 

JUMLAH 

ASET 
1.327.025 1.429.530 1.492.488 1.585.055 1.598.060 

TOTAL 

ASSETS 

Liabilitas 

jangka 

panjang 

 

360.871 

 

400.256 

 

407.178 

 

496.376 

 

499.588 
Long Term 

Liabilities 

Liabilitas 

jangka pendek 
132.710 140.254 157.896 159.298 149.659 

Short Term 

Liabilities 

JUMLAH 

LIABILITAS 
493.581 540.510 565.074 655.675 649.247 

TOTAL 

LIABILITIES 

Penjualan 

Tenaga 

Listrik 

 

2.330 
 

2.289 
 

2.045 
 

2.573 
 

2.262 
Electric Power 

Sales 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

 
14.345 

 
16.552 

 
17.069 

 
17.899 

 
17.320 

Street Lighting 

Tax 

JUMLAH 

PENDAPAT 

AN 

 
16.675 

 
18.841 

 
19.114 

 
20.472 

 
19.582 

TOTAL 

INCOME 

 
Sumber dari PT.PLN (Persero), 2020 

 

 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas mengenai ikhtisar laporan posisi keuangan, Untuk mencapa

tujuannya laporan ikhtisar posisi keuangan disusun atas dasar akrual, dengan dasar 

ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat 

dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Pelaporan Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan pada periode yang bersangkutan. Pendapatan yang 

mengansumsikan bahwa akuntansi berbasis akrual berhubungan dengan pencatatan 

dan pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan. 
 



 

                                BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pencatatan akuntansi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. 

PLN (Persero) ULP Helvetia lebih sering menggunakan sistem pencatatan 

Basis Akrual (Accrual Basis). 

2. Pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN 

(Persero) ULP Helvetia sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

diterapkan menggunakan prinsip pengakuan pendapatan. 

3. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 

penerangan jalan (PPJ) Pada PT.PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu jumlah 

pelanggan PLN dan rupiah Kwh jual. 

 
5.2 Saran 

 
Dari hasil analisis dan hasil temuan dari beberapa data maka penulis akan 

memberikan saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan kewajiban yang sudah sesuai dengan prosedur, maka 

dalam masa yang akan mendatang diharapkan PT. PLN (Persero) ULP 

Helvetia dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, terutama 
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dalam hal perpajakan khususnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan 

pendapatan guna kepentingan pembangunan daerah. 

2. Diharapkan pelaksanaan pemungutan penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia diiringi dengan peningkatan 

mutu pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat. 

3. Dalam menetapkan TDL (Tarif Daftar Listrik), yang berpengaruh juga 

terhadap penetapan tarif pajak penerangan jalan, diharapkan bagi 

pemerintah lebih memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan para 

masyarakat yang ada. 

4. Dalam menetapkan target pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN 

(Persero) ULP Helvetia hendaknya melihat kondisi langsung dilapangan 

agar mengetahui sejauh mana hak masyarakat yang terpenuhi. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya 

lebih menambah informasi tambahan pemikiran kajian dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) dan lebih menambah objek penelitian yang dilakukan. 
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